
BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN HONORARIUM JAM MENGAJAR BAGI GURU
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI

TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar
Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan
Honorarium Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai
Negeri Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jembrana, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru
Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Honorarium Tenaga
Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang
Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang …
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembrana Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah…
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008
tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun
2014 tentang Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru
Pegawai Negeri Sipil dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor
64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor
51);

18. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar Bagi Guru
Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan Honorarium Tenaga
Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Jenjang
Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Berita
Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 39);

20. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 65 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah
Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 65);

MEMUTUSKAN :…
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN HONORARIUM JAM MENGAJAR BAGI GURU BUKAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TAMBAHAN HONORARIUM BAGI
TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH BUKAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jembrana Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Honorarium Jam
Mengajar Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan
Honorarium Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri
Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016
Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Jembrana.

3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga, Kabupaten Jembrana.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga, Kabupaten Jembrana.

6. Satuan Pendidikan Formal adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Jembrana.

7. Kepala Satuan Pendidikan Formal adalah Kepala Satuan
Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

8. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah guru honorer
sekolah yang  tidak digaji sebagai guru tetap, melainkan
menerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran
yang diampu.
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9. Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil
adalah tenaga administrasi sekolah honorer yang tidak
digaji sebagai tenaga administrasi tetap, melainkan
menerima honorarium berdasarkan tugas pokok dan
fungsi tenaga administrasi yang ditugaskan oleh kepala
sekolah.

10. Tenaga administrasi sekolah/madrasah terdiri atas
kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah, pelaksana
urusan, dan petugas layanan khusus yang meliputi:
penjaga sekolah/ madrasah, tukang kebun, tenaga
kebersihan, pengemudi, dan pesuruh.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tata cara Pemberian Tambahan Honorarium Jam Mengajar
Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan
Honorarium Bagi Tenaga Administrasi Bukan Pegawai Negeri
Sipil pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama Negeri di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jembrana meliputi :

a. Kepala Sekolah Dasar Negeri menyampaikan usulan nama-
nama Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Bukan
Pegawai Negeri Sipil kepada Kepala Satuan Pendidikan
Formal dilengkapi dengan persyaratan teknis administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. Kepala Satuan Pendidikan Formal memverifikasi usulan
dari Sekolah Dasar Negeri selanjutnya menyampaikan
usulan kepada Kepala Dinas untuk diusulkan sebagai
calon penerima tambahan honorarium jam mengajar dan
tambahan honorarium tenaga admistrasi sekolah;

c. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri memverifikasi
data usulan yang memenuhi persyaratan teknis
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan
menyampaikan kepada Kepala Dinas, untuk diusulkan
sebagai calon penerima tambahan honorarium jam
mengajar dan tambahan honorarium tenaga admistrasi
sekolah.

d. nama-nama Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Penerima
Tambahan Honorarium Jam Mengajar dan Nama-nama
Tenaga Administrasi Sekolah Bukan Pegawai Negeri Sipil
Penerima Tambahan Honorarium pada jenjang Pendidikan
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal II…
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 3 Juli 2017
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 3 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2017 NOMOR 17


